APNIC
Lima Proposal Kebijakan diajukan
untuk diskusi oleh komunitas di

APNIC 47

Pertemuan Kebijakan Terbuka di APNIC 47 akan diselenggarakan tanggal 27 Februari 2019 di Daejeon,
Korea Selatan, dengan lima proposal kebijakan diajukan untuk diskusi. Berikut ini ringkasan dari kelima
proposal tersebut.

Didiskusikan dari APNIC 46

prop-124-v005: Klarifikasi Sub-penempatan IPv6

Mengklarifikasi definisi ruang alamat yang telah ditempatkan untuk pendelegasian IPv6 berdasarkan pasal
2.2.3 dokumen APNIC Internet Number Resource Policies (Kebijakan-kebijakan Sumber Daya Angka

Internet APNIC).

Ketika kebijakan ini dibuat drafnya, konsep penempatan/sub-penempatan tidak mempertimbangkan
penggunaan alamat-alamat IP di hotspot, atau penggunaan alamat IP oleh tamu atau pekerja pada kasus
Bring Your Own Device (BYOD) dan banyak kasus serupa lainnya.

Proposal ini mengklarifikasi situasi berhubungan dengan hal-hal tersebut dan mendefinisikan gagasannya
dengan lebih baik, terutama dengan mempertimbangkan cara-cara baru menggunakan IPv6 (RFC 8273),
melalui pengalimatan tambahan yang ditambahkan ke definisi pemberian alamat.

prop-126-v003: Update Proses Pengembangan Kebijakan

Mengusulkan update kepada Bagian 4 dari dokumen Proses Pengembangan Kebijakan APNIC.

Proposal ini akan memungkinkan peningkatan partisipasi, dengan juga mempertimbangkan komentar-
komentar pada milis untuk penentuan kesepakatan. Jadi, kesepakatan akan ditentukan dengan
mengimbangkan diskusi milis dan forum, dan dengan demikian meningkatkan partisipasi komunitas.

Proposal ini juga mengusulkan agar:

= Menghilangkan kesepakatan ‘ganda’ yang dibutuhkan dalam SIG Kebijakan dan Pertemuan Anggota
APNIC.

= Mengubah definisi kesepakatan dari ‘kesepakatan umum’ menjadi ‘kesepakatan kasar’.
=  Mengedarkan di milis SIG apabila proposal mencapai kesepakatan di OPM.
=  Mengimplementasikan penghapusan otomatis proposal lama apabila versi baru tidak diajukan.

=  Menetapkan proses ‘banding’ langsung kepada Dewan Eksekutif APNIC apabila orang yang
mengajukan proposal menganggap bahwa para ketua SIG telah melanggar Proses Pengembangan
Kebijakan.
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Proposal baru

prop-127: Mengubah kebesaran maksimum pendelegasian alamat dari kelompok
alamat 103/8 IPv4 menjadi /23

Saat ini kebesaran maksimum pendelegasian alamat dari blok Ipv4 APNIC yang terakhir, 103/8, merupakan
/22. Proposal ini bertujuan mengurangi kebesaran maksimum pendelegasian alamat menjadi /23. Tujuannya
adalah agar menyimpan alamat Ipv4 untuk anggota baru, memperpanjang waktu penghabisan ruang alamat
103/8 dan mendorong pemakaian Ipv6.

Tidak ada perubahan pada kebesaran minimum pendelegasian alamat, yaitu /24.

prop-128: Multihoming tidak dibutuhkan untuk ASN

Ketika kebijakan pemberian ASN pertama-tama diusulkan , keandalan jaringan waktu itu tidak sebaik
dengan keadaan masa kini. Pada waktu itu, masuk akal kalau memastikan bahwa pemegang ASN memakai
multihoming. Dengan pengembangan paling baru mengenai sambungan antara jaringan, multihoming tidak
diwajibkan lagi. Proposal ini membuat perubahan pada hal multihoming di masa depan dengan menyangkut
kebutuhan untuk menyambung antara Sistem Otonom lain.

prop-129: Menghapus daftar tunggu untuk permintaan IPv4 yang belum terpenuhi

Kebijakan IPv4 APNIC saat ini mengizinkan setiap pemegang rekening APNIC untuk menerima sampai /22
dari Kelompok Alamat Terkembalikan IPv4 setelah mereka menerima /22 dari kelompok alamat /8 terakhir
(103/8). Namun Kelompok Alamat Terkembalikan tidak selalu memiliki sumber daya cukup untuk
pendelegasian alamat, maka diciptakan daftar tunggu.

Proposal ini mengusulkan agar daftar tunggu saat ini dihapus. Ketika APNIC sudah menerima ruang alamat
IPv4 yang terkembalikan dari IANA atau melalaui penutupan atau pengembalian dan sebagainya, mestinya
diperlakukan dengan cara sama seperti /8 terakhir (103/8).

Proposal ini juga mengusulkan menciptakan daftar tunggu ketika APNIC kehabisan sumber daya dalam /8
terakhir, dengan menerapkan kebijakan pemberian alamat /8 terakhir yang sama pada daftar tunggu baru.

Berpartisipasilah! Utarakan pendapat Anda

Apabila Anda ingin berpartisipasi dalam diskusi mengenai proposal-proposal ini, menjadi anggota Milis
Kebijakan SIG dan hadirlah pertemuan Kebijakan SIG APNIC 47 — baik secara pribadi maupun melalui oleh
partisipasi jarak jauh.
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